
WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 4 7 TAHON 2021 

TENTANG 

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA MADIUN 

WALIKOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 

jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme 

sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang 

pangkat yang ditetapkan serta syarat obyektif lainnya; 

b. bahwa pengangkatan dalam jabatan climaksudkan untuk 

pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang 

menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dalam 

suatu organisasi sesuai dengan alur karier yang telah 

ditetapkan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 

Pengawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan sesuai 

ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil perlu 

ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan W alikota sebagai 

pedoman dalam pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Madiun tentang Pola Karier Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019; 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan 

Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola 

Karier Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri 

Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 8 Tahun 2020; 

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG POLA KARIER 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA MADIUN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Walikota adalah Walikota Madiun. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Madiun. 

5. Pola Karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil 

yang mengambarkan alur pengembangan karier yang 

menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara 

penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan, 

kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri 

Sipil sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. 

6 . Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap/perilaku yang seorang Pegawai Negeri Sipil yang 

dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam 

melaksanakan tugas jabatannya. 

7 . Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur 

Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah secara profesional. 

8 . Talent Pool adalah ketersediaan profil potensi dan 

kompetensi serta kinerja pegawai yang 

memenuhi persyaratan jabatan secara berkelanjutan 

untuk meniti karier sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

9. Rencana Suksesi adalah proses penyiapan Pegawai 

Negeri Sipil yang diproyeksikan untuk jabatan tertentu 

berdasarkan Manajemen Talenta yang berisi daftar 

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kompetensi sesuai 

klasifikasi Jabatan, memenuhi kewajiban pengembangan 

kompetensi, dan memiliki penilaian kinerja paling kurang 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
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10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi. 

11. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas 

Jabatan. 

12. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah tim 

yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk 

memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan 

Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai 

Negeri Sipil. 

13. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan 

bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi 

setiap tahap proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. 

14. Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

Pegawai Negeri Sipil pada organisasi/unit sesuai dengan 

Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja. 

15. Eselon adalah tingkatan Jabatan struktural. 

16. Promosi adalah bentuk apresiasi terhadap pegawai dengan 

pemberian kenaikan Jabatan yang lebih tinggi dalam 

bentuk pola karier vertikal atau diagonal. 

17. Demosi adalah tindakan penurnnan Jabatan dengan 

pangkat tetap, pembebasan dari Jabatan, atau penurunan 

pangkat dalam rangka pembinaan pegawai. 

18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT 

adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi 

Pemerintah. 

19. Jabatan Administrator 

bertanggung jawab 

adalah sekelompok Jabatan yang 

kegiatan pelayanan 

memimpin 

publik 

pemerintahan dan pembangunan. 

pelaksanaan selurnh 

serta administrasi 

20. Jabatan Pengawas adalah sekelompok Jabatan yang 

bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 
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21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang 

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

22. Jabatan Fungsiona1 adalah sekelompok Jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

23. Alur Pengembangan Karier adalah lintasan perpindahan 

jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang 

dapat dilalui Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan 

pertama dalam jabatan sampai dengan Jabatan tertinggi. 

24. Pola Karier Horizontal adalah perpindahan dari satu posisi 

Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam 

satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan 

Administrasi, Jabatan Fungsional, atau JPT. 

25. Pola Karier Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi 

Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di 

dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan 

Fungsional, atau JPT. 

26. Pola Karier Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi 

Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar 

kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau 

JPT. 

27. Tim Penilaian Kompetensi adalah tim di dalam Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi yang ditugaskan untuk 

menguji kemampuan secara spesifik dari setiap sikap, 

pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta 

penerapannya secara ef ektif dalam pekerjaan sesuai 

dengan standar kinerja yang dipersyaratkan. 

28. Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan 

kebutuhan tenaga Pegawai Negeri Sipil secara kualitatif 

sesuai dengan persyaratan Jabatan yang ditentukan 

untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal 

mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam 

orgarusas1. 
29. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 

pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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30. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

31. Sistem Informasi ASN yang selanjutnya disingkat SI ASN 

adalah sistem informasi berbasis Teknologi informasi yang 

mengolah data dan informasi Jabatan dan Rencana 

Suksesi di lingkungan Pemerintah Provinsi menjadi bentuk 

yang bermanfaat untuk kepentingan kedinasan sesuai 

kebutuhan. 

32. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi 

yang bertujuan untuk menyiapkan Pejabat Administrator 

melalui jalur percepatan peningkatan Jabatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal2 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 

a. Jenis dan unsur Pola Karier; 

b. Pola Karier dalam Jabatan; 

c. Pengembangan Karier; 

b. Penilaian dan pengembangan Kompetensi; 

c. Mekanisme pelaksanaan Rencana Suksesi; 

d. Penetapan karier; dan 

e. Pemantauan dan evaluasi. 

BAB II 

JENIS DAN UNSUR POLA KARIER 

Bagian Kesatu 

Jenis Pola Karier 

Pasal 3 

(1) Pola karier PNS terdiri atas: 

a. Pola Karier instansi; dan 

b. Pola Karier nasional. 
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(2) Pola Karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a disusun dan ditetapkan oleh Walikota. 

(3) Pola Karier nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara. 

Pasal4 

(1) Walikota dalam menetapkan Pola Karier instansi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan. 

(2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui 

oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun 

jenjang Jabatan yang lebih tinggi. 

Bagian Kedua 

Unsur Pola Karier 

Pasal 5 

(1) Dalam menyusun Pola Karier sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan unsur­

unsur Pola Karier. 

(2) Unsur-unsur Pola Karier sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. pendidikan formal; 

b. pendidikan dan pelatihan Jabatan; 

c. usia; 

d . masa kerja; 

e. pangkat/ golongan ruang; 

f. tingkat Jabatan; 

g. pengalaman Jabatan; 

h. penilaian prestasi kerja; dan 

1. Kompetensi Jabatan. 
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Pasa16 

(1) Penctidikan formal serta pendidikan dan pelatihan 

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai kebutuhan 

Jabatan. 

(2) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 

c berkaitan dengan penctidikan formal dan masa 

kerja yang dimiliki dalam Pengembangan Karier seorang 

PNS. 

(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf d diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat 

dalam suatu Jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia 

saat diangkat dalam Jabatan sebelumnya, kecuali usia 

pengangkatan Jabatan setingkat lebih tinggi untuk 

pertama kali. 

(4) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berkaitan dengan jabatan 

yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki. 

(5) Tingkat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (2) huruf f merupakan jenjang Jabatan yang 

terendah sampai dengan jenjang Jabatan yang tertinggi. 

(6) Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (2) huruf g terkait korelasi dengan bidang tugas 

Jabatan yang akan diduduki. 

(7) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS 

setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(8) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (2) huruf i ditetapkan untuk setiap jabatan. 

BAB III 

POLA KARIER DALAM JABATAN 

Bagian Kesatu 

Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Pasal 7 

(1) Jabatan yang diduduki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara 

terdiri atas: 

a. JPT; 
b. Jabatan Administrasi; dan 

c. Jabatan Fungsional. 
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(2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf a di 

lingkungan Pemerintah Kora Madiun adalah JPT Pratama 

dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Sekretariat Daerah; 

c. Kepala Badan/Dinas; 

d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 

e. Inspeklur; 

f. Sekretaris DPRD; dan 

g. Staf Ahli Walikota. 

(3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dari yang 

paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: 

a. Jabatan Administrator terdiri atas: 

1) Jabatan Administrator setara dengan eselon III.a, 

mcliputi: 

a) Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

b) Kepala Bagian; 

c) Inspektur Pembantu; 

d) Direktur Rumah Sakit Umum; 

e) Camat. 

2) Jabatan Administrator setara dengan eselon III. b, 

meliputi: 

a) Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

b) Sekretaris Kecamatan. 

b. Jabatan Pengawas terdiri atas: 

1) Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV.a, 

meliputi: 

a} Kepala Subbagian/ Subbidang pada 

Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja; 

b) Lurah; 

c) Kepala Seksi pada Kecamatan . 

2) Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV.b, 

meliputi: 

a) Kepala UPTD; 

b) Kepala Subbagian pada Kecamatan; 

c) Sekretaris pada Kelurahan; dan 

d) Kepala Seksi pada Kelurahan. 

c. Jabatan Pelaksana. 
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(4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c lerdiri alas: 

a. Jabatan Fungsional kategori keahlian dari jenjang yang 

paling tinggi kc yang paling rcndah meliputi: 

1) Ahli Utama; 

2) Ahli Madya; 

3) Ahli Muda; dan 

4) Ahli Pertama. 

b. Jabatan Fungsional kategori keterampilan dari jenjang 

yang paling tinggi ke yang paling rendah meliputi: 

1) Penyelia; 

2) Mahir; 

3) Terampil; dan 

4) Pemula. 

5) Jabat.an sebagaimana di.maksud pada ayal (1) 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sesuai 

ketenluan peraluran perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pola Perpindahan Jabatan 

Pasal8 

( 1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama 

dalam Ja batan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional 

dengan Alur Pengembangan Karier melalui pola 

perpindahan Jabatan dengan; 

a. Pola Karier Vertikal; 

b. Pola Karier Horizontal; atau 

c. Pola Karier Diagonal. 

(2) Pola perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. formasi Jabatan; 

b. jenjang pangkal dalam Jabatan; 

c. tingkat dan kualifikasi pendidikan; 

d . pendidikan dan pelatihan Jabatan; 

e. pengalaman Jabatan; 

f. Kompetensi; dan 

g. penilaian prestasi kerja. 

(3) Alur Pengembangan Karier dan pola perpindahan jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Pera tu.ran W alikota ini. 





































Pj. SEKRETARIS DAERAH,
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Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda

NIP. 19680509 198809 1 002
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